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Abstract : 

The purpose of community service is to conduct training, assistance in the preparation and preparation of 

financial and taxation reports at the Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) throughout Bojonegoro Regency. The 

method of implementing the activity is to conduct training and face-to-face meetings by presenting presenters. 

The activity will be held on 31 October 2019. The training results show that there are still many institutions that 

have not prepared financial reports in accordance with generally accepted accounting standards. Most still use 

cash statements only. Financial personnel still need further assistance. Most tax reports have not yet been made 

and reported. 
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Abstrak : 

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk melakukan pelatihan, pendampingan dalam 

penyusunan, dan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan pada Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Se – 

Kabupaten Bojonegoro. Metode pelaksanaan kegiatan adalah dengan melakukan pelatihan dan pertemuan tatap 

muka dengan menghadirkan pemateri. Kegiatan akan dilaksanakan pada Tanggal 31 Oktober 2019. Hasil 

pelatihan menunjukkan masih banyak lembaga yang belum Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standart 

akuntansi yang berlaku umum. Kebanyakan masih menggunakan laporan kas saja. Personil keuangan masih 

membutuhkan bantuan lebih lanjut. Sebagian besar laporan perpajakan belum dibuat dan dilaporkan.  

 

Kata Kunci : Akuntansi, Perpajakan, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) 
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Latar Belakang 

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik (Nomor). Hal 

tersebut berdampak bahwa setiap pelaku usaha baik 

perorangan maupun non perorangan 

yang melakukan usaha wajib melakukan 

pendaftaran atau memiliki Nomor Induk Berusaha 

(NIB). Peraturan tentang keharusan memiliki NIB 

tersebut berlaku untuk semua lembaga, baik bisnis 

atau non bisni. Termasuk dalam hal ini adalah 

lembaga muhammadiyah terutama amal usahanya.  

Semua amal usaha muhammadiyah (AUM) 

harus juga memiliki NIB. Amal usaha tersebut 

seperti Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan usia 

Dini (PAUD), sekolah dasar, sekolah menengah 

pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, 

lembaga kesehatan, bahkan lembaga sosial. 

Dampak lanjutan dari kepemilikan NIB tersebut 

adalah keharusan lembaga untuk melaporkan 

perpajakan ke kantor pajak. Pelaporan perpajakan ke 

kantor pajak merupakan kegiatan yang memerlukan 

dukungan data-data seperti laporan keuangan, 

laporan SPT dan lain-lain.  

Kegiatan pelaporan perpajakan dan 

penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia masih 

jarang dilakukan di sebagian besar Amal Usaha 

Muhammadiyah. Permasalahan (AUM) berdasarkan 

hasil data dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Bojonegoro didapat bahwa masih sebagian besar 

Amal Usaha  muhammadiyah (AUM) dalam 

pengelolaannya masih belum memahami dengan 

baik tentang Perpajakan dan Akuntansi terutama 

bagaimana menyusun laporan keuangan dan Pajak 

termasuk juga dalam penyusunan Rencana Anggaran 

dan Belanja untuk lampiran laporan pajak (Putra, 

2020).  

Sebagai dasar dalam pengeloaan keuangan 

sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan 

sekolah muhammadiyah yang dikeluarkan oleh 

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur 

tahun 2011. Buku pedoman ini berisi tentang 

Pedoman manajemen keuangan dan pedoman teknis 

pengelolaan keuangan sekolah ini. Selain itu juga 

dikemukakan contoh-contoh dalam lampiran 

tersendiri. Harapannya, agar buku ini dapat dijadikan 

pedoman yang benar-benar praktis bagi sekolah 

Muhammadiyah. Semangat yang ingin dikedepankan 

melalui buku pedoman ini adalah terjalinnya 

hubungan yang harmonis antara sekolah dan 

persyarikatan Muhammadiyah.  

Pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk 

pendampingan perpajakan dan penyusunan laporan 

keuangan kepada semua amal usaha 

muhammadiyah.  Pendampingan dilakukan untuk: 

(1) Pendidikan Usia Dini (PAUD) /Taman Kanak-

kanak (TK): dengan permasalahan; (2)  Sekolah 

dasar; (3) Sekolah tingkat Menengah Pertama 

(SMP); Sekolah menengah umum/kejuruan 

(SMU/K); Lembaga Kesehatan, seperti klinik dan 

rumah sakit; Panti asuhan dan panti jompo. 

Masalahnya antara lain: (a) NPWP yang masih 

menggunakan nama yayasan; (b) Tidak Pernah lapor 

pajak; (c) Tidak bayar pajak; (d) dan tidak membuat 

laporan keuangan; (e) tidak punya NPWP. 

 

Metode Pelaksanaan 

Adapun jadwal rencana kegiatan pengabdian 

masyarakat bagi karang taruna dijelaskan sebagai 

berikut: 

Tabel  1. Rencana Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat 

dengan target sasaran Amal Usaha Muhammadiyah 

di seluruh Kabupaten Bojonegoro dan seluruh 

lembaga yang terkait. Lembaga yang terkait tersebut 

adalah Pimpinan  daerah, lembaga Pembina dan 

pengawas keuangan, majelis kesehatan, majelis 

pendidikan, majelis sosial, baik di pimpinan  daerah, 

wilayah dan pusat, seperti yang tergambar dibawah 

ini: 

No Jenis Kegiatan 

1 Observasi dan melakukan koordinasi dengan 
pengurus PDM dan PDA Bojonegoro 

3 Melakukan pemetaan AUM sesuai dengan 
kelompok-kelompok tertentu 

4 Melaksanakan Pelatihan penyusunan laporan 
keuangan dan pajak. 

6 Pendampingan kepada AUM tentang pajak, 
akuntansi dan pelaporan keuangan AUM 

7 Evaluasi program yang telah dijalankan 

8 Penyusunan Laporan dan publikasi program 

pengabdian 

https://drive.google.com/open?id=1cPs6lQZQvjTZK656XUGXgAd9q5tHiq3r
https://drive.google.com/open?id=1cPs6lQZQvjTZK656XUGXgAd9q5tHiq3r
https://drive.google.com/open?id=1cPs6lQZQvjTZK656XUGXgAd9q5tHiq3r
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Gambar 1. Partisipasi Mitra 

 

Personalia tim pengabdian masyarakat tentang 

kegiatan pendampingan akuntansi, penyusunan 

laporan keuangan, dan perpajakan dilakukan oleh 

tim dari prodi akuntansi yang terdiri dari 4orang, 

seperti yang dijabarkan di tabel berikut ini:  

 

Tabel  2. Kelayakan Personalia 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari 

Kamis tanggal 1 Agustus 2019. Tempat pelaksanaan 

kegiatan dilakukan di Gedung Dakwah 

Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Bojonegoro di  Jalan Teuku Umar No.48 B, 

Kadipaten, Bojonegoro, Kadipaten, Kec. 

Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 

62111. Peserta kegiatan adalah bagian keuangan 

amal usaha muhammadiyah Kabupaten Bojonegoro. 

Jumlah peserta adalah 182 orang peserta. 

 

Hasil dan Pembahasan 

a. Panduan Laporan Keuangan Sekolah 

Karakteristik organisasi non profit / nirlaba 

berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama 

yang mendasar terletak pada cara organisasi 

memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk 

melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi 

nirlaba memperoleh sumber daya dari 

sumbanganpara anggota dan para penyumbang lain 

yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari 

organisasi tersebut (IAI, 2011).  

b. Form Anggaran Sekolah 

Laporan keuangan untuk organisasi nirlaba 

terdiri darilaporan posisi keuangan, laporan 

aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda 

dengan laporan keuangan untuk organisasi bisnis 

pada umumnya (IAI, 2011). Sebelum proses 

pembuatan laporan keuangan lembaga non 

profit/nirlaba, maka institusi harus membuat rencana 

anggaran pendapatan dan belanja (RAPB). RAPB 

tersebut merupakan acuan aktivitas yang akan 

dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Form 

RAPB tersebut seperti digambarkan pada gambar 2.  

 

 
 

Gambar 2. Form Anggaran Sekolah 

 

c. Form Realisasi Keuangan 

Laporan realisasi keuangan merupakan 

laporan realisasi dari rencana anggaran pendapatan 

pada satu periode. Laporan ini terdiri dari realisasi 

pendapatan dan pengeluaran yang disesuaikan 

dengan kelompok RAPB. Laporan realisasi 

keuangan seperti terlihat pada gambar 3 dibawah ini: 

 

 
 

Gambar 3. Form Realisasi Keuangan 

 

d. Form Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan, termasuk catatan 

atas laporan keuangan, memberikan informasi yang 

relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas, dan 

No. Nama Kompetensi 

1. Dr. Tumirin, S.E., 

M.Si, 

Akuntansi dan 

Keuangan 

2. Anwar Haryono, 
S.E., M.Si. 

Akuntansi dan 
Keuangan 

3. Suwandi, S.E., 
M.Si. 

Akuntansi dan 
Keuangan 

4. Abdullah Mujaddid, 
S.E., M.M. 

Akuntansi dan Pajak 
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koneksi  antara aktiva dan kewajiban. Informasi 

umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva dan 

kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam 

suatu kelompok yang relatif homogen.  

Organisasi umumnya melaporkan masing-

masing unsur aktiva dalam kelompok yang 

homogen, seperti: a) kas dan setara kas; b) piutang, 

pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain; c) 

persediaan; d) sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang 

dibayar di muka; e) investasi jangka panjang; f) 

tanah, gedung, peralatan, serta aktiva tetap lainnya 

yang digunakan untuk  menghasilkan barang dan 

jasa. Kas atau aktiva lain yang dibatasi 

penggunaanya oleh penyumbang harus disajikan 

terpisah dari kas atau aktiva lain yang tidak terikat 

penggunaannya (IAI, 2011). Form laporan posisi 

keuangan seperti yang terlihat pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Laporan Posisi Keuangan 

e. Form Laporan Aktivitas 

Tujuan laporan aktivitas yaitu menyediakan 

informasi tentang (a) transaksi dan peristiwa yang 

mengubah nilai dan aktiva bersih, (b) koneksi antar 

transaksi, dan kejadian  lain, dan (c) bagaimana 

sumber daya dalam kegiatan berbagai program atau 

jasa, Informasi dan laporan aktivitas digunakan 

bersama dengan pengungkapan informasi di laporan 

keuangan, untuk membantu para penyumbang dana, 

anggota/pengurus organisasi, dan pihak lainnya 

untuk (a) untuk evaluasi kinerja pada suatu periode, 

(b) menilai usaha, kemampuan, dan keberlanjutan 

organisasi dan memberikan jasa, dan (c) menilai 

kegiatan tanggung jawab dan kinerja Amal Usaha 

Muhammadiyah.  

 

Klasifikasi pendapatan, beban, defisit dan 

surplus dalam kelompok aktiva bersih tidak menutup 

peluang perlunya klasifikasi tambahan dalam 

laporan aktivitas. Laporan aktivitas menyajikan 

jumlah pendapatan dan belanja secara bruto. 

Pendapatan  investasi dapat disajikan secara bersih  

dengan syarat belanja-belanja terkait, seperti beban 

penitipan dan beban penasihat investasi, 

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Laporan aktivitas yang terdiri dari pendapatan, 

belanja, dan surplus (defisit) seperti terlihat pada 

gambar 5. 

 
Gambar 5. Laporan Aktivitas 

f. Form Realisasi dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) 

Laporan realisasi dana BOS adalah laporan 
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realisasi penggunaan dana yang berasal dari bantuan 

pemerintah. Laporan ini memiliki standar yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. Format laporan dan 

komponen penggunaan dana tersebut harus sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

Penggunaan dana ini digunakan untuk 

pengembangan potensi sesuai standar yang 

ditentukan. Form laporan bantuan dana BOS seperti 

yang terlihat pada gambar 6. 

 

 
 

Gambar 6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS 

 

g. Form Realisasi Dana BPOP 

Biaya Penunjang Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di sekolah 

adalah program Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa 

Timur melalui program Nawa Bhakti Satya yaitu 

Jatim Cerdas dan Sehat yang dengan penyediaan 

dana biaya penunjang operasional untuk personalia 

dan nonpersonalia bagi SMA, SMK dan Sekolah 

Khusus Negeri dan Swasta yang bersumber dari dana 

APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Disdik, 

2020).  

Tujuan BPOP adalah: 1) Untuk membantu 

dana biaya operasional sekolah, yaitu personalia 

maupun non-personalia; 2) Meringankan beban 

operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah 

yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun 

masyarakat; 3) Meningkatkan kualitas proses belajar 

di sekolah. Form laporan penggunaan BOPO 

sebagaimana terlihat di gambar 7. 

 
Gambar 7. Laporan Realisasi BPOP 

h. Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana SPP 

Dana SPP singkatan dari sumbangan 

pembinaan pendidikan (DEPDIKNAS, 2008). Dana 

tersebut berasal dari partisipasi orang tua/wali murid 

di instansi pendidikan. Sumbangan tersebut 

digunakan untuk mendukung proses belajar 

mengajar. Pengelompokan laporan penggunaan dana 

SPP sama dengan pengelompokan dana BOS. Form 

laporan penggunaan dana SPP seperti terlihat pada 

gambar 8 dibawah ini: 

 

 
 

Gambar 8. Form Laporan Realisasi Penggunaan SPP 

Kesimpulan dan Saran 

Pelatihan dan pendampingan penyusunan 

laporan keuangan dan perpajakan merupakan 

kegiatan yang masih harus terus dilakukan. 

Berdasarkan evaluasi kegiatan, masih banyak sekali 

pengelola sekolah yang masih banyak yang belum 

mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar 

akuntansi yang berlaku umum. Sebagian besar 

mereka hanya menyusun laporan realisasi anggaran. 

Namun masih banyak yang belum mampu 

menyusun laporan posisi keuangan. 

Laporan keuangan yang meliputi laporan 

posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan 

perubahan aset bersih, laporan arus kas adalah 

standar laporan yang diperlukan oleh organisasi non 

profit/nirlaba. Apalagi saat ini semua institusi harus 

melaporkan perpajakan. Maka pendampingan 

penyusunan laporan keuangan dan perpajakan masih 

perlu untuk diteruskan. 
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